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2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

1. 

b. 

BUPATI MUNA, 

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Standar Barang 
dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khusus Alat 
Angkutan Darat Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Muna; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Barang dan Standar Ke bu tuhan Barang Milik Daerah 
Khusus Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Muna; 

a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

:. 

TENT ANG 

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
KHUSUS ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 3(, TAHUN 2023 

BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Pengelolaan BMD (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 547); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Muna. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. 
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

8. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang 
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 
pengelolaan BMD. 

9. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang 
kewenangan Penggunaan BMD. 

10. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang 
adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

11. Pembantu Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah 
pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD 
yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat 
Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. 

13. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan 
perhitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan daerah; 

14. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan 
perhitungan dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan daerah; 

15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR 
KEBUTUHAN BMD KHUSUS ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan BMD (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 2); 
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Pasa16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 5 
Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 
(1) Dalam pelaksanaan pengadaan AADB Dinas Opersional Jabatan dan Tenaga 

fungsional dilakukan secara E-Purchasing melalui E-Cataloguebaik spesifikasi 
maupun harganya. 

(2) Dalam hal spesifikasi maupun harga tidak tercantum dalam E-Catalogue, 
maka mekanisme pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan tenaga 
fungsionalmengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 
Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi 
teknis dan jumlah maksimum yang dimiliki oleh tiap individu terhadap AADB 
DinasOperasional Jabatan dan tenaga funsional yang dapat di alokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 2 
Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD berupa AADB DinasOperasional 
Jabatan dan tenaga fungsional berfungsi sebagai pedoman bagi: 
a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Menyusun 

perencanaan kebutuhan dalam bentuk pengadaan BMD berupa AADB Dinas 
Operasional Jabatan; 

b. Pengelolala Barang dalam menelaah perencanaan kebutuhan BMD dalam 
bentuk pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan yang disusun oleh 
Pengguna Barang. 

barang daerah yang diperoleh dari APBD. 
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhanbarang 

daerah dan jasa. 
17. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasinal Jabatan yang selanjutnya disebut 

AADB Dinas Operasinal Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang digunakan 
pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan 
fungsinya; 

18. Pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut E-Procurement, adalah 
Pengadaan Barang/ J asayang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; 

19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE, adalahUnit 
kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik; 

20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi 
dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang­ 
undangan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR .J.C . 

SEKRETARIS DAERAH, 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal 13 - l ( - 2023 

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 13 - 11 - 2023 ,, I I 

r-- ------------ 
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1· - ··- ---------- - . --'--- . 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 
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KAPASITAS JUMLAH 
KUALIFIKASI JEN IS ME SIN SILINDER 

1 2 3 4 
A Sedan 3.500cc 6 

SUV 
(SportUtilityVehicles) 3.500cc 6 

B Sedan 2.500 cc 4 

SUV 3.000cc 6 

c Sedan 2.000cc 4 

D SUV 2.500 cc 4 

E SUV 2.000cc 4 

2 .OOOCCbensin 
MPV 

F at.au 4 
( Multi.Purpose Vehicles) 

2. OOOccDiesel 
MPV 

G l.500cc 4 
(Multi.Purpose Vehicles) 

SepedaMotor 150cc 1 

SepedaMotor 125cc 1 

A. STANDAR BARANG 

DAFTAR STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BMD KHUSUSNY A ALAT 
ANQKUT DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL D! LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MUNA 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENT ANG 
STANDAR BARANG DAN STANDAR 
KEBUTUHANBARANGMILIKDAERAHKHUSUS ALAT ANGKUTAN 
DARAT BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MUNA 



AMMAD RUSMAN EMBA 

r I r_~ ,,0 1 __ , ~\ ;: K r) (- ; 1~' ' • ' ,. 
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, 

4. 

3. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

2. 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan 
standar pelayanan minimal lingkup Pemerintah Kabupaten 
Muna; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023-2027; 

BUPATI MUNA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

Mengingat 1. 

Menimbang 

TENT ANG 
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023-2027 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 32 TAHUN 2023 

BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWES TENGGARA 

. . . . 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Muna. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang 
disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan 
mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 
Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan 
langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. 

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 
Warga Negara. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN 
MUNA TAHUN 2023-2027. 

Meneta[kan 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Muna 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 2); 
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(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, 
yang terdiri dari: 
a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang 

dan/ atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan 
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. 

b. jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana 
dan prasarana yang tersedia. 

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. 

Pasal 3 
(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan 

sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik. 
(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar. 

Pasal 2 
(1) Bupati menetapkan Tim Penerapan SPM dengan Keputusan Bupati. 
(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; dan 
d. Anggota. 

BAB II 
TIM PENERAPAN SPM, PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA 

11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan 
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, 
penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan 
Pelayanan Dasar. 

12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang 
dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara 
secara minimal. 

13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau 
jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan 
Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. 

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil 
suatu program. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD. 
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Pasal 6 
(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan 

melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM. 
(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM 

mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar. 

(3) Anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: 
a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan; 
b. bimbingan teknis penerapan SPM; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan 
d. konsultasi penerapan SPM. 

(6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) memuat: 
a. BAB I : Pendahuluan; 
b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM; 
c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM; 
d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; 
e. BAB V : Kesimpulan dan Saran. 

(7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks 
Renaksi Penerapan SPM yang berupa: 
a. program, kegiatan dan sub kegiatan; 

BAB IV 
STRATEGI PENERAPAN SPM 

Pasal 5 
(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam 

dokumen APBD. 
(2) W akil Ketua dan Anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan 

sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD 
terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen 
pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan 
wajib terkait Pelayanan Dasar. 

Pasal 4 
(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. 
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan 

dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan 
Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. 

(3) Wakil Ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan 
pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD. 

BAB III 
INTEGRASI SPM 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk format 
pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi 
Penerapan SPM. 

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama 
dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait 
Pelayanan Dasar. 
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(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan 
Penerapan SPM. 

Pasal 11 

Pasal 10 
(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi. 
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi 
kemasyarakatan. 

Pasal 9 
(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM 

Daerah. 
(2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berkala setiap triwulan. 
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

Penerapan SPM tahun berikutnya. 

BABVl 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 
(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan 

dalam pemenuhan penganggaran Daerah. 
(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. 
(3) Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan 

SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 
(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa 

pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(6) Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama 
dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan 
dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7 
(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat 

sebagai penerima manfaat. 
(2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada 
tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya. 

(3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah 
diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan. 

. . . . e. m1S1as1; 
f. sumber pendanaan; dan 
g. instansi pelaksana. 

(8) Langkah operasional dan strategi penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

b. indikator kinerja jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan 
mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi; 

c. tahun dasar pelaksanaan; 
d. pencapaian SPM; 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NO MOR . 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal 4 - 01 - 2023 

SEKREiARis DAERAH, 

(lf'-- 

UHAMMAD RUSMAN EMBI 

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 4 - 01 - 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

Pasal 13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 12 
(1) Bagian tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan 

Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem 
pelaporan SPM berbasis aplikasi melalui portal 
https:/ / spm.bangda.kemendagri.go.id. 

(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara triwulan. 

(2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis 
Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan 
em pat. 

(3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya. 
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